
BUPATI  KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 420/452/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2012

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan  dalam rangka  wajib  belajar  9
(sembilan)  tahun  yang  bermutu,  Pemerintah
mengalokasikan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS) Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa  dalam  rangka  kelancaran  pengelolaan  dana
Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Tahun  Anggaran
2012,  perlu  membentuk  Tim  Manajemen  Bantuan
Operasional  Sekolah  (BOS)  Kabupaten  Kudus  Tahun
2012;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
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Negara Republik  Indonesia  Nomor 4437),  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan
Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 5. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4438);

6. Undang-Undang  Nomor   22  Tahun  2011  tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun
Anggaran  2012  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor  113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  5254);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang
Standar  Nasional  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

 8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan
Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indoesia  Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang
Wajib  Belajar  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2008  Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  tentang
Pendanaan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
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Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105),  sebagaimana  telah  diubah  dengan   Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010
Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Tahun 2010 - 2014;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota;
 

16. Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51  Tahun  2011  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  dan  Laporan
Keuangan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Tahun
Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 778);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Bantuan  Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 807);

18. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  201/PMK.07/
2011  tentang  Pedoman  Umum  dan  Alokasi  Bantuan
Operasional  Sekolah  Tahun  Anggaran  2012  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 803);

19. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran  2012
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2011
Nomor 11);

20. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  1  Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2012  (Lembaran
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Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk  Tim  Manajemen  Bantuan Operasional  Sekolah
(BOS)  Kabupaten  Kudus  Tahun  2012  dengan  susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional  Sekolah (BOS)
Tingkat  Kabupaten  Kudus  sebagaimana  dimaksud  Diktum
KESATU adalah :

a. mengkompilasi  nomor  rekening  seluruh  sekolah
(Formulir BOS-02);

b. Kepala  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga
Kabupaten  Kudus  sebagai  penanggung  jawab  Tim
Manajemen  BOS  Kabupaten  Kudus  menandatangani
naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan
melampirkan daftar rekening sekolah;

c. bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan,
melakukan  pendataan  sekolah  dan  siswa  dengan
menggunakan  Formulir  BOS-01A,  BOS-01B  dan  BOS-
01C langsung dari sekolah;

d. bersama  Tim  BOS  Tingkat  Provinsi  Jawa  Tengah
melakukan rekonsiliasi  data jumlah siswa tiap sekolah
untuk disampaikan ke pusat;

e. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;

f. menyediakan  dana  operasional  program  BOS  di
Kabupaten Kudus dari sumber APBD Kabupaten Kudus;
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g. melakukan  pembinaan  terhadap  sekolah  dalam
pengelolaan dan pelaporan dana BOS;

h. merencanakan  dan  melaksanakan  monitoring  dan
evaluasi;

i. mengusulkan revisi  SK alokasi  dana BOS tiap sekolah
melalui  Tim  Manajemen  BOS  Tingkat  Provinsi  Jawa
Tengah  kepada  Tim  Manajemen  BOS  Pusat  apabila
terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;

j. mengumpulkan  dan  merekapitulasi  laporan  realisasi
penggunaan  dana  BOS  dari  sekolah,  selanjutnya
melaporkan  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal
10 Januari 2013 (Formulir BOS-K7); dan

k. memberikan  pelayanan  dan  penanganan  pengaduan
masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).

KETIGA : Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Tim  Manajemen  Bantuan
Operasional  Sekolah  (BOS)  Kabupaten  Kudus  Tahun  2012
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab
kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  ditetapkannya
Keputusan ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi  Jawa Tengah Tahun Anggaran
2012,  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI  KUDUS,

          ttd.

M U S T H O F A
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Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 
yang terkait;

5. Anggota Tim Manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Kabupaten Kudus Tahun 2012.
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